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MATERI 
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA  

 

A. Deskripsi Singkat 

Kesekretariatan Pengadilan mencakup kedudukan, tugas dan fungsi Sub 

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pengaturan terkait organisasi dan tata kerja bidang kesekretariatan itu sendiri 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 4 Tahun 

2022, Tanggal 29 Juni 2022, Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. 

Pengaturan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan 

peradilan tersebut dimulai dengan terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2015 (7 Oktober 

2015), diubah pertama kali dengan Perma Nomor 1 Tahun 2017 (17 Februari 2017), 

perubahan kedua dengan Perma Nomor 4 Tahun 2018 (21 September 2018), 

perubahan ketiga dengan Perma Nomor 2 Tahun 2020 (21 Juli 2020) dan perubahan 

keempat dengan Perma Nomor 4 Tahun 2022 (29 Juni 2022). 

Tujuan pengaturan organisasi dan tata kerja dimaksud untuk memberikan 

dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, 

serta sarana dan prasarana pada 4 (empat) lingkungan peradilan termasuk 

didalamnya peradilan tata usaha negara itu sendiri. 

B. Tujuan Pelaksanaan Magang 

1. Hasil Pelaksanaan Magang 

Setelah mengikuti materi magang ini mahasiswa diharapkan mampu 

menjelaskan indikator hasil magang pada Sub Bagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana dalam mendukung tugas Kesekretariatan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. 

2. Indikator Hasil Magang  

Setelah pelaksanaan magang, mahasiswa mampu: 

1. Mempraktekkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta; 

2. Mempraktekkan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, 

dan tata laksana di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; 

3. Mempraktekkan pengerjaaan terkait Pemantauan, Evaluasi, Dokumentasi, 

dan Pelaporan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. 
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C. Materi Magang dan Sub Materi Magang 

Mata Magang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana ini 

merupakan materi magang dengan durasi 4.200 menit (70 Jam Magang) dengan 

alokasi belajar mandiri yang dapat dilakukan oleh mahasiswa di mana saja dan 

kapan saja dengan membaca modul, buku-buku, dan informasi dari internet yang 

relevan, tanya jawab interaktif secara langsung dengan pembimbing, dan praktek 

kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Materi Magang dan Sub Materi 

Magang yang dibahas dalam modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara 

1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

(PTTUN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); 

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kesekretariatan di Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

2. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 

di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

2.1. Dasar Hukum Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara 

2.2. Tugas Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di 

Pengadilan Tata Usaha Negara 

2.3. Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di 

Pengadilan Tata Usaha Negara 

2.4. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi 

dan Tata Laksana di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

3. Pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

3.1. Komposisi dan Statistik Sumber Daya Manusia 

3.2. Penyusunan Rekapitulasi Daftar Hadir dan Pulang Manual 

4. Pemantauan, Evaluasi, Dokumentasi, dan Pelaporan Sub Bagian Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

4.1. Monitoring Cuti Hakim dan Pegawai ASN 

4.2. Dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian, Organisasi, 

dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara 

4.3. Penyusunan Laporan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata 

Laksana di Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara 

D. Penjabaran Materi Magang dan Materi Sub Magang 

1. Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara 

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah aparatur tata 

usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.  
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Adapun Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara, terdiri atas 

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kesekretariatan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. 

1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara (PTTUN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta 

 

Gambar 1.  

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat  

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
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Gambar 2.  

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat  

Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A 

 

Gambar 3.  

Bagan Struktur Organisasi  

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  

 

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah 

aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi 
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Tata Usaha Negara. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 

dipimpin oleh Sekretaris.  

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah aparatur tata 

usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha 

Negara. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara dipimpin oleh 

Sekretaris. 

Gambar 4.  

Denah Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 
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1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kesekretariatan di Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) 

  Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai 

tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, 

organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana di 

lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan 

tugas-tugas tersebut, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, 

program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian dan 

pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan 

tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, 

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, 

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan dan 

pelaksanaan pemantauan dan dokumentasi serta pelaporan di 

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

Adapun Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyai 

tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, 

organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana di 

lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A. Dalam melaksanakan 

tugas-tugas tersebut, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A 

menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pelaksanaan urusan 

perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, 

pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan 

organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi 

dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan 

perpustakaan dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Tipe A. 

2. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana di 

Pengadilan Tata Usaha Negara 

2.1. Dasar Hukum Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 pada Bagian Ketiga 

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, Paragraf 2 Susunan 

Organisasi, Pasal 427, bahwa Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha 

Negara, terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan 

Pelaporan; b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan 

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan. 
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2.2. Tugas Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di 

Pengadilan Tata Usaha Negara 

Sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 pada Bagian Ketiga 

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, Paragraf 2 Susunan 

Organisasi, Pasal 429, bahwa Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan 

Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan 

pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana. 

2.3. Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di 

Pengadilan Tata Usaha Negara 

Sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 pada Bagian Kedua 

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Paragraf 1 

Kedudukan Tugas dan Fungsi, Pasal 415, bahwa Sub Bagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:  

- Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan 

pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan 

mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan 

Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan 

ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian; 

- Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi 

organisasi dan tata laksana. 

2.4. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan 

Tata Laksana di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta terdiri dari 1 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana, 1 pejabat fungsional, dan 2 pelaksana yaitu: 

No. Foto Nama Jabatan 

1. 

 

Mujikaryanto, 

S.Pd. 

 

Kepala Sub Bagian 

Kepegawaian, Organisasi, dan 

Tata Laksana Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta 

2. 

 

Indriyani 

Wulandari, 

S.E. 

Analis Sumber Daya Manusia 

Aparatur Ahli Pertama, 

Sekretaris Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta 
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No. Foto Nama Jabatan 

3. 

 Eko Budi 

Prastyo, S.E. 

 

 

 

 

Operator - Penata Layanan 

Operasional, Sub Bagian 

Kepegawaian, Organisasi, dan 

Tata Laksana Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta 

4. 

 

Felisitas 

Sayekti 

Purnama 

Utami, S.Pd. 

Operator - Penata Layanan 

Operasional, Sub Bagian 

Kepegawaian, Organisasi, dan 

Tata Laksana Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta 

 

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana di Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta melaksanakan tugas dan fungsi yaitu: 

• Membuat program kerja Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan 

Tata Laksana; 

• Menyiapkan usulan kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Kartu 

Suami/ Kartu Istri, Diklat; 

• Menyiapkan dan membuat Bezetting dan Senioritas Pegawai; 

• Membuat SPMT, SPP, SPMJ dan SPMMJ; 

• Membuat usulan Prajabatan, usulan pengangkatan PNS dan mutasi 

pegawai; 

• Menyiapkan dan membuat Berita Acara Sumpah Pelantikan; 

• Membuat Daftar Urut Kepangkatan, Labul dan Surat Tugas; 

• Memproses surat cuti, Surat Keputusan Intern dan Izin Kuliah; 

• Membuat rekapitulasi absen dan uang makan setiap bulan; 

• Memberi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai dan Prestasi Kerja staf 

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; 

• Mendisposisi surat masuk; 

• Melaksanakan Baperjakat; 

• Mengusulkan pegawai yang akan memasuki masa pension; 

• Meneliti, memeriksa, menandatangani, rekapitulasi daftar hadir 

pegawai; 

• Membuat dan merekap Penilaian Kinerja Pegawai Seluruh Pegawai 

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan, didelegasikan, dan 

atau dimandatkan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana. 
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Gambar 5. 

                   Ruang Kantor Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

     Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 
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3. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

Macam Kegiatan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: 

3.1  Komposisi dan Statistik Sumber Daya Manusia 

Berikut tersaji data Jumlah dan Komposisi Sumber Daya Manusia 

Mahkamah Agung Tahun 2023 berdasarkan Laporan Tahunan 

Mahkamah Agung Tahun 2023, sebagai berikut: 

Gambar 6. 

Tabel Jumlah Komposisi SDM Mahkamah Agung RI Tahun 2023 

 

 

Sedangkan untuk Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 

2023 dan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2023 berturut-

turut adalah sebagai berikut: 

 

                                 Gambar 7. 

Tabel Kebutuhan CPNS untuk Mahkamah Agung RI Tahun 2023 

 

                                        

Gambar 8. 

Tabel Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS untuk Mahkamah Agung RI Tahun 2023 
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Kemudian untuk jabatan fungsional, tersaji data Jumlah Pengangkatan 

Pejabat Fungsional pada Tahun 2023 sebagai berikut: 

 

Gambar 9. 

Tabel Pengangkatan Pejabat Fungsional Mahkamah Agung RI Tahun 2023 

 

Sebagai contoh statistik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan tingkat jabatan pegawai, jenis 

kelamin, jabatan, golongan pegawai, tingkat Pendidikan, usia dan jabatan 

belum terisi secara berturut-turut adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 10. 

Statistik Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta Tahun 2023 
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3.2 Penyusunan Rekapitulasi Daftar Hadir dan Pulang Manual 

Sebagai dasar hukum pelaksanaan presensi manual pada Lembaga 

Mahkamah Agung adalah dengan terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan 

Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja 

Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

Yang Berada Di Bawahnya, yang kemudian untuk petunjuk pelaksanaannya 

diterbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 

035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan 

Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus 

Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. 

Selain melalui lembar daftar hadir dan pulang manual, pelaksanaan 

presensi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). 

Dasar hukum pelaksanaan presensi melalui aplikasi SIKEP, diawali dengan 
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terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 

50/KMA/SK/III/2019 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi 

Kepegawaian (SIKEP) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di 

Bawahnya. Kemudian di tahun 2020 di tengah pandemic virus Covid-19 

terbitlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan 

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan untuk pedoman pelaksanaannya 

dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 5 

Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Work From Home dan 

Penjatuhan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya Pada Masa 

Kedaruratan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Selanjutnya sebagai contoh presensi manual yang dilakukan oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 11. 

Presensi Manual Hakim PTUN Yogyakarta 
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Gambar 12. 

Presensi Manual Pegawai PTUN Yogyakarta 
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4. Pemantauan, Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan Sub Bagian Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

4.1 Monitoring Cuti Hakim dan Pegawai ASN 

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat aturan tentang cuti bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut PP ini, cuti diberikan oleh PPK (Pejabat 

Pembina Kepegawaian), yang dapat didelegasikan sebagian wewenangnya 

kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali 

ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau peraturan perundang-

undangan lainnya. Dalam PP ini disebutkan, cuti terdiri atas: a. Cuti 

tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cuti karena 

alasan penting; f. Cuti bersama; dan g. Cuti di luar tanggungan negara. 

Kemudian untuk tata cara pemberian cuti tersebut diatur dalam 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 

2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Dalam 

peraturan tersebut, cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan 

dalam jangka waktu tertentu. Mahkamah Agung RI sendiri menerbitkan 

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim dan Aparatur Di Lingkungan Mahkamah 

Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. 

Untuk memudahkan dan memonitor ketersediaan jumlah hari cuti 

yang sudah diambil dan sisa cuti dari aparatur, maka Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yogyakarta melakukan kendali cuti berupa penulisan sisa 

cuti individu di buku cuti (manual) dan melalui aplikasi khusus tersendiri 

yaitu SILANI. SILANI digunakan untuk pengajuan cuti, persetujuan cuti dari 

atasan, dan pembuatan surat cuti. Sebagai ilustrasi buku cuti dimaksud 

dan tampilan SILANI pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 13. 

Buku Cuti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta 

  

 

Gambar 14. 

Tampilan Surat Cuti pada SILANI 

 

4.2 Dokumentasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kepegawaian, Organisasi, dan 

Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara 

Sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2015 pada Bagian Kedua 

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Paragraf 1 

Kedudukan Tugas dan Fungsi, Pasal 415, bahwa Sub Bagian Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:  

- Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan 

pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan 
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mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan 

Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan 

ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian 

(huruf b); 

- Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi 

organisasi dan tata laksana (huruf c). 

Pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata 

Laksana dibakukan dalam Standar Operating Procedure (SOP).  Uraian 

tugas pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana tersebut 

meliputi: 

1) Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepegawaian. 

2) Menyusun program kerja di bidang kelembagaan, 

ketatalaksanaan/kepegawaian dan analisa jabatan. 

3) Mengumpulkan bahan Pengolahan data, penataan kelembagaan dan 

analisa jabatan 

4) Mengorganisir dan mengawasi tugas - tugas kepegawaian kepada staf 

yang berada dibawahnya. 

5) Memberikan pertimbangan - pertimbangan kepada atasan diminta atau 

tidak diminta mengenai hal - hal yang berhubungan dengan kelancaran 

tugas - tugas dibidang kepegawaian. 

6) Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas - tugas dibidang 

kepegawaian kepada pimpinan/atasan. 

7) Melaksanakan dan Menyiapkan data yang berhubungan dengan 

kepangkatan, kenaikan pangkat, peninjauan masa kerja dan usulan 

pensiun. 

8) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Pemberhentian, 

Pemeriksaan dan Hukuman Disiplin pegawai. 

9) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan mutasi pegawai dan 

Jabatan. 

10) Menghimpun dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan tugas di bidang 

kepegawaian. 

11) Membuat Surat izin Cuti Pegawai dan Mengelola Surat Dinas Masuk dan 

Keluar. 

12) Membuat surat Tugas, Surat Penunjukan/Pendelegasian dan mengelola 

Surat masuk dan keluar. 

13) Membuat laporan Bulanan Data Pegawai.  

14) Melaksanakan tugas - tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan 

perundang - undangan atau perintah atasan;  
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Sub Bagian Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana juga 

mendokumentasi Notula Rapat dan Surat Keputusan. Contohnya sebagai 

berikut: 

 

Gambar 15. 

Notula Rapat 
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Gambar 16. 

Surat Keputusan 
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Untuk memudahkan pelaksanaan tugas dimaksud maka dibuatkan 

program kerja tahunan/kalender kerja tahunan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Yogyakarta sebagai berikut: 

 

Gambar 17. 

Program Kerja Tahunan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan 

Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2024 
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4.3 Penyusunan Laporan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata 

Laksana di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Laporan pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 

yang rutin dilakukan setiap bulannya di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Yogyakarta meliputi: 

1) Laporan Bulanan Keadaan Pegawai; 
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2) Laporan Kehadiran 
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